WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 33"TAHUN 2024
TENTANG

TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di
atmosfer telah mengakibatkan pemanasan global yang
memicu perubahan iklim global yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan hidup;

bahwa dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim,
Indonesia ikut aktif bersama-sama dengan anggota
masyarakat internasional lainnya dalam upaya mencegah
meningkatnya konsektrasi gas rumah kaca di atmosfer;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang edoman
Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah
Kaca Nasional perlu dibentuk Tim Pelaksana dan
Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota
Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana dan
Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota
Banjarmasin Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pengesahan Paris Agreement To The United Nations
Framework Convention On Climate Change (Persetujuan
Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
Undang-Undang 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan:
KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang

11.

12.

13.

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157),

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63).

MEMUTUSKAN:

Tim Pelaksana dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah
Kaca Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali
Kota ini.

: Tim Pelaksana dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah

Kaca Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. menyiapkan langkah-langkah dalam pelaksanaan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca;

b. membuat jadwal dan rencana kerja Inventarisasi Gas
Rumah Kaca;

c. sebagai wali data yang bertugas untuk mengumpulkan
data yang dibutuhkan dari masing-masing sektor
(energi, pertanian, kehutanan, limbah dan industri)

d. melakukan validasi data yang berhubungan dengan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca; dan

e. menyusun laporan Pelaksanaan Invnetarisasi Gas
Rumah Kaca menurut format struktur (sistematika)
yang ditetapkan.

melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Banjarmasin

melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.



KEEMPAT

KELIMA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali
Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2024.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal -+ _uwil 0o
WALI KOTA BANJARMASIN,
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IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR - -' TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN
INVENTARISASI GAS RUMAH KACA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN
INVENTARISASI GAS RUMAH KACA KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2024

No Jabatan Jabatan dalam Tim

1 | Wali Kota Banjarmasin Pengarah

2 | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Penanggung Jawab

3 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Ketua

4 | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Wakil Ketua

5 | Kepala Bidang Tata Lingkungan Sekretaris

6 Kepala Dl.naS Pe}{eljaan Umum dan Penataan Ruang Angeota
Kota Banjarmasin

7 | Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota

3 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Ancedia
Perikanan Kota Banjarmasin &8

9 Kepgla Dmgs Perdagangan dan Perindustrian Kota Anggota
Banjarmasin

10 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Anegota
Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin &8
Direktur Perumda Pengolahan Air Limbah Domestik

14 . . Anggota
Kota Banjarmasin

12 | Kepala Bidang Pengawasan Kota Banjarmasin Anggota

13 Kepala Blfiang Pprtamanan, Sarana dan Prasarana Anggota
Kota Banjarmasin

14 Kepala Bl-clang K.ebersman dan Pengelolaan Sampah Angpota
Kota Banjarmasin

15 | Kepala Badan Pusat Statistik kota Banjarmasin Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,
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